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SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 35 TAHUN 2015

TENTANG
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BENGKULU,

bahwa tarif retribusi jasa usaha pada Pemerintah Provinsi
Bengkulu telah diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi
Bengkulu Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa
Usaha, Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3
Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan Di
Provinsi Bengkulu dan Peraturan Daerah Provinsi
Bengkulu Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa
Usaha;

bahwa tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a
tidak sesuai lagi dan perlu diubah menyesuaikan dengan
indeks harga dan perkembangan perekonomian saat ini;
bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah mengamanatkan perubahan tarif
retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, huruf ¢ dan huruf d perlu
menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang

Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);



Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4953);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun
1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3987);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);



10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang
Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan
Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor
34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2854);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2010
tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi
Bengkulu Tahun 2010 Nomor 2};

Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2010
tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan DI Provinsi
Bengkulu Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun
2010 Nomor 3);

Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 10 Tahun
2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah
Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 10);

Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 12 Tahun 2012
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi
Bengkulu Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa
Usaha, Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3
Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan,
Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 9 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Umum, Peraturan Daerah Provinsi
Bengkulu Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa
Usaha dan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 11
Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Berita
Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2012 Nomor 20);



Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA.
Pasal 1

(1) Tarif retribusi jasa usaha sebagaimana ditetapkan dalam
Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2010
tentang Tarif Retribusi Jasa Usaha, Peraturan Daerah
Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2010 tentang Retribusi
Pelayanan Kepelabuhan Di Provinsi Bengkulu dan
Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 10 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Usaha diubah.

(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan
Gubernur ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal di
undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu.
pada tanggal 7 Juli 2015
GUBERNUR BENGKULU,
ttd.

H. JUNAIDI HAMSYAH

Diundangkan di Bengkulu

pada tanggal 8 Juli 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,

ttd.

H. SUMARDI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2015 NOMOR 35
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA

HUKUM,

'

M. IKHWAN, SH.,MH

Pembina Tk. I
NIP. 19690905 199403 1 011



Salinan sesuij/fngan aslinya
KEPALA BIR® HUKUM,

/

M. IK g MH
Pembina Tk. I
NIP. 19690905 199403 1 011

4. Tanda Masuk Kendaraan Gol VI a Per unit 6,500 8,000
5. Tanda Masuk Kendaraan Gol VI b Per unit 6,500 9,000
V. Tarif Jasa Penumpukan Barang Ton per M3 per hari 2,000 4,000
VI. Tarif Sewa Tanah Dan Bangunan
1. Tarif Sewa Tanah
a. Untuk Toko, Warung dan Sejenisnya M2 per bulan 2,000 5,000
b. Untuk Perkantoran M2 per bulan 2,000 6,000
c. Untuk Reklame M2 per bulan 1,000 5,000
2. Tarif Sewa Ruangan
a. Kantor Perusahaan Penyeberangan M2 per bulan 5,000 7,000
b. Warung, Kantin dan sejenisnya M2 per bulan 3,000 5,000
C. Untuk Kantor Lainnya M2 per bulan 3,000 5,000
VII. Retribusi Pelayanan Jasa Ruang Tunggu VIP Org per sekali masuk 2,500 4,000
VIII. Retribusi Pelayanan penggunaan Air Bersih Per M3 35,000 30,000
untuk kapal diatas 7 GT
IX. Retribusi Pelayanan dan Fasilitas Kamar
Mandi dan Kamar Kecil :
1. Mandi /Buang Air Besar Per Org 1,500 3,000
2. Buang Air Kecil Per Org 1,000 2,000
GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. JUNAIDI HAMSYAH




